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BI'PATI UUSI RATTAS,

Menimbang: bahwa unhrk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1)

Feraturan Menteri Ddam Negeri Nomor 32 Tahun 2OLl
tentang kdoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber .dari Anggaran Pendapatan dgn Belanja Daeratr,
maka perlu ditetapkan Perahrran Bupati Musi Rawas tentang
Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial.

Mengingat :1. UndangUndang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daeratr Tingkat II dan Kota Prqia di
Sumatera Selatan (kmbaran Negara RI Tahun f959
Nomor.73, Tambahan kmbaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (l.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3298h

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOA tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambatran kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendahdraqn Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor S,Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagairnana telalt
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor t2 Tatrun 2OO8 t€ntang Penrbahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a$aal;

Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20o4 Nomor 15O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44561;
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2AO7 tentang
PenanggulErngan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7231;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang
Kesejahte raan. Sosial (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a9671;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2OOS tentang
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOS Nomor 139, Tambahan [embaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5771;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOS Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daeratr Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a737);

Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OLO tentang
Standar Akuntansi Pemerintatran . (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OLO tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 20 1 1

tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 31O);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

16. Peratrrran Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun
2OOB tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOI,AAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSI.AL.

Menetapkan :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Fasal I

ini, yang dimaksud dengan:Dalam Perahrran Bupati
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Pemerintah l(abupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas .

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Musi Rawas yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban Kabupaten Musi Rawas.
Pengelolaan hibah dan bantrran sosial adalah tata cara penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungiawaban dan pelaporan serta
monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.
Anggaran Pendapatan dan Belaqia Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah APBD Kabupaten Musi Rawas.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Musi Rawas
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas selaku
pengguna anggaran / pengguna barang.

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingtat TAPD
adalah TAPD Kabupaten Musi Rawas.

10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya dising!<at RKA-
PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Fendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas selalm Bendahara
Umum Daeratr.

1 1. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencana€rn dan penganggaran yang berisi
program, kegiatan dan anggaran SKPD dilingkungan Kabupaten Musi
Rawas.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-
PPKD mempakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas selaku
Bendahara Umum Daerah.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD mempakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap
SKPD dilinglmngan Kabupaten Musi Rawas yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah
Kabupaten kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,
perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang
secara spesifik telah ditetapkan perunttrkannya, bersifat tidak wajib dan
tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk
menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
Pemerintah Kabupaten kepada individ.u, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selelctif yang
berhrjuan untuk melindungr dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial,
krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika
tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpumk dan tidak
dapat hidup dalam kondisi wajar.
Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah
naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten dengan penerima
hibah.
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18. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yarrg dibentuk oleh
anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela
atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercay€ran
terhadap Ttrhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam
pembangunan dalam rangka mencapai hrjuan nasional dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
termasuk organisasi non pemerintahan yang bersif,at nasional dibentuk
berdasarkan ketentuan perundangundangan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungiawaban serta monitoring dan
evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial.

Pasal 3

(1) Hibah sslagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang,

' atau jasa.
(21 Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang

atau barang.

BAB III
HIBAH

Bagran Kesatu
Umum
Pasal 4

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan hibah sesuai kemampuan
keuangan daerah.
Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditqjukan unhrk
menurfang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah
dengan memperhatikan asas keadilan, kepahrtan, rasionalitas, dan
manfaat untuk masyarakat.
Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ldteria
paling sedikit:
a. peruntukannya secara spesilik telalr ditetapkan;
b. tidak wqiib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tatrun

anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan; dan

c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:
a. pemerintah ;
b. pemerintah daerah lainnya;
c. penrsahaan daerah;
d. masyarakat; dan/atau
e. organisasi kemasyarakatan;

(1)

(21

(3)

(4)
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Pasal 6

(U Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non
kementerian.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran
daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka
penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurrrf d
diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam
bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat
istiadat, dan keolahragaan non-profesional.

(5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang
dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan terdaftar pada
SKPD terkait.

Pasal 7

Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4)

diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
b. berkedudukan dalalm wilayah administrasi Pemerintah I(abupaten.
Hibah kepada organisasi kemasyarakatan ssfagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
a. telah terdaftar pada pemerintah Kabupaten sekurang-larrangnya 3

tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerinta.tr Kabupaten ;

dan
c. memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 8

(1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat
dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara
terhrlis kepada Bupati.

(2) Mekanisme pengangaran hibah diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati.

(3) Bupati menunjuk SKPD/unit kerja terkait untuk melakukan evaluasi
usulan sebagaimana dirrtaksud pada ayat (f ).

(4) Kepala SKPD/unit kerja terkait pada ayat (21menyElmpaikan hasil evaluasi
berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

(5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

(1) Rekomendasi kepala SKPD/Unit Kerja terkait dan pertimbangan TAPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar
pencantuman alokasi anggaran hibah dalam r€rncangErn KUA dan PPAS.

+2
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(21 Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 1O

(1) Hibah bempa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
(3) RKA-PPKD dan RI(A-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(21 menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesrrai peraturan
perundang-undangan.

Pasal 11

(U Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung,
jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada
PPKD.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja
langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang
diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah
barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian
obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat
berkenaan pada SKPD.

(3f Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21

dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagran Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

(1) Pelaksanaan a.nggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas

DPA-SKPD.
(3) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani

bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
(4) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk

menandatangani NPHD.

Pasal 13

(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis
barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan kepuflrsan Bupati
berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati
tentang penjabaran APBD.

{2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar
penyaluran / peyerchan hibah.

(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Kabupaten kepada
penerima hibah dilakukan setelah penandatangan NPHD.

(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung (LS).

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungiawaban

Pasal 14

(1) Penerima hibah bempa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah
kepada Bupati melalui PPKD.

*t
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(2) Bendahara pengeluaran PPKD melakukan verifikasi pertangungiawaban
penggunaan dana hibah.

(3) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan
penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD/Unit Kerja terkait.

Pasal 15

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD
dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja
hibah pada jenis belaqia barang dan jasa dalam program dan kegiatan
pada SKPD terkait.

Pasal 16

Pertanggungiawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah rneliputi:
a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupa.ti;
b. kepuhrsan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
c. NPHD;
d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang

diterirna akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah

terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 17

(1) Penerima hibah bertanggungiawab secara formal dan material atas
penggunaan hibah yang diterimanya.

(2) Pertanggungiawaban penerima hibah meliputi:
a. laporan penggunaan hibah;
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang

diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan

penrndang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan
bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa
barang/jasa.

(3) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD/Unit Kerja terkait
paling lambat tangal 10 bulan Januari tahun anggaran berilmtnya,
kecuali ditentukan lain sesuai peratrrran penrndang-undangan.

(a) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c
disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selalnr obyek
pemeriksaan dan salinaflnya disampaikan kepada PPKD.

Pasal 18

1) Realisasi hibah benrpa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan
diungkapkan pada catatan atas lapor€rn keuangan dalam pen5rusunan
laporan keuangan Pemerintah Kabupaten.

(2) Fonnat konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa
sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran Perattrran
Bupati ini.

+l/
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BAB IV
BANTUAN SOSI,AL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan sosial kepada
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk
masyarakat.

Pasal 2O

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1) meliputi:

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang
tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana,
atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang
lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau
masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 21

(1) Pemberian bantuan sosial ssfagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
memenuhi kriteria paling sedikit:
a. selektif;
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan

tertentu dapat berkelanjutan;
d. sesuai tujuan penggunaan.

(2) I{riteria selelrtif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan
bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang
ditujukan untuk melindungl dari kemungkinan resiko sosial.

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) humf b meliputi:
a. memiliki identitas yang jelas; dan
b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan Kabupaten.

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pernberian bantuan sosial
tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun
€rnggar€rn sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(6) Kriteria sesuai turjuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
a. rehabilitasi sosial;
b. perlindungan sosial;
c. pemberdayaan sosial;
d. jaminan sosial;
e. penanggulangan kemiskinan; dan
f. penanggulangan bencana.

*1,
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3

(5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan
keuangan daerah.

Pasal 25

(1) Rekomendasi kepala SKPD/Unit Keda dan pertimbangan TAPD
sebagaimana yang dimasud dalam pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) menjadi
dasar pencantum€rn alokasi anggaran bantuan sosial dalam ranc€rng€rn
KUA dan PPAS.

(2) Pencahrman alokasi anggaran sebageiman dimaksud pada ayat (1)
meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang.

Pasal 26

(1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
(3) RKA-PPKD dan RI(A-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat

(21 menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD, yaitu
dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagan Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 27

(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-
PPKD.

(2) Pelaksanaan anggaran banhran sosial benrpa barang berdasarkan atas
DPA-SKPD.

Pasal 28

(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan
keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan
perahrran Bupati tentang penjabaran APBD.

(2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima
bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Pencairan bantuan sosial bempa uang dilakukan dengan cara pembayaran
Iangsung (LS).

(a) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan
Rp 5.OOO.OOO,OO (tima juta rupiah) pencarrannya dapat dilakukan melalui
mekanisme pembayaran tunai.

(5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuita:nsi bukti
penerimaan uang bantuan sosial.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungiawaban

Pasal 29

(l) Penerima bantuan sosial berupa u€rng menyampaikan laporan penggunaan
bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD
terkait.

(2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan
penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD/Unit
Kerja terkait.

4/
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Pasel22

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L ayat (6) huruf a
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan
seseorang yang mengalami disfungsi sosial agr dapat melaksanakan
fungsi sosialnya secara wqiar.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (6) huruf
b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan
kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebuhrhan dasar
minimal.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (61

hurrf c ditujukan untuk menjadikan seseofang atau kelompok masyarakat
yang mengalami masalah social mempunyai daya, sehingga mampu
memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2t ayat (6) huruf d
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima banhran
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(6) hurrf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang ditakukan
terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai
atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi
kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6)

hunrf f merupakan seranglaian upaya yang ditujukan unhrk rehabilitasi.

Pasal 23

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung
oleh penerima bantuan sosial.

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
uanB yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasie\ra
bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, petani/nelayan miskin,
masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan
putra putri pahlawan yang tidak m€unpu.

(3) Bantuan sosial benrpa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan
kendaraan operasional unhrk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat
tidak mampu, banhran alat pertanian untuk petani miskin, bantuan
makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok
masyarakat kurang mampu.

Bagran Kedua
Penganggaran

Pasal 24

(U Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada
Bupati.

(21 Mekanisme penganggaran bantuan sosial diahrr lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

(3) Bupati menunjuk SIGD/Unit Kerja terkait untuk melalnrkan evaluasi
usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Kepata SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud ayat (21

menyampaikan hasil evaluasi bempa rekomendasi kepada Bupati melalui
TAPD.

3
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Pasal 3O

(1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan
sosial pada PPKD dalam tahun anggar€rn berkenaan.

(21 Bantuan sosial bempa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja
bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan
kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 31

Pertanggungiawaban Pemerintah Kabupaten atas pemberian bantuan sosial
meliputi:
a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa

bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa

uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial
berupa barang.

Pasal 32

(1) Penerima bantuan sosial bertanggungiawab secara formal dan material
atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

(2) Pertanggungiawaban penerima bantuan sosial meliputi:
a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
b. surat pernyataan tanggungiawab yang menyatakan bahwa bantuan

sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan

perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau
salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa
barang.

(3) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dan
hr.rruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan
Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai
peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c
disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek
pemeriksaan dan salinanya disampaikan kepada PPKD.

Pasal 33

(1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah
Kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima
bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan
dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 34

U Realisasi banhran sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggEuian dan
diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam pen)rusun€rn
laporan keuangan Pemerintah Kabupaten.

(21 Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang
sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantrrm pada lampiran Peraturan
Bupati ini.

/v l/
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Bab V
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 35

(1) SKPD/Unit Kerja terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas
pemberian hibah dan bantuan sosial.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang
mempunyai hrgas dan fungsi pengawasan.

Bab V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Ifubupaten
Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tarrggal ?-Y f&rwn 2QL2

BUPATI UI'SI RATAS

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal }Y F€6ruorr; 2Ol2

Daerahry
RAIDUSIYAIIRI, SH, UU



Lampiran : Peraturan Bupati
NOMOR : Tahun 2012
TANGGAT : Januari 2O!2

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN /ATAU JASA

SERTA BANTUAN SOSIAT BERUPA BARANG

I. FORMAT TAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD :

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

sKPD .................

TAPORAN REATISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER .......

Anggaran Setelah

Perubahan

hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan

- Hibah barang/iasa
diserah&an kepada

ketiga/mryrakat
- Bantuan sosial barang

diserahkan kepada pihak

- Barangliasa selain hibah dan
bantnnsosial



II. FORMAT ]AFORAT REAIISASI ATGGANAil PPI(D :

PEMERIT{TAH I(ABUPAIETT T,lU$ NAWAS

TAPIORAil REATISASI AT{GGATAIT PPTD

UilN,T TAHUT{ YATG BERATHN SAMPAI DENGAI{ 31 DESCMIER -....

llarnnr
Urebn Aqgrren Setchh

Parubahen
iealsasl tcbth

(furetg)Urut

I Pcadaprtan
1.2 Dana Ferlmbaqgan
1.2.1 Dene Bad HaCl

1.2"1.1 Dane Bad HasU Pebk

,.2.1.2
Drna BaffHasffBukan
PrlaUSumberDaYaAbm

,.2.2 DenaAblasl tlmum
1.2.3 Om.AblaC lhssus
1.3 taln-Lfir Pcndeoetan Daerdr vanr Sah

13.1 Pendroetan Hbdr
1.3.2 Dana Dearret
ul.3 Danr td Haoll F.Ltd.il Provlnil

L3.a
dan Fenrerlntah Oaerah lalnnya
Dam Ponycrualan dan Otonoml Khusuo

1.3"5 Bantuen leuantar darl Prrylnsl rtau
Pcmrdntrh Dacnh tainnyr

Jumhh Peldaoatr,r
I Bchnfe
L1 B€bnhTldrk l,.mstttg
1.1.1 Eclanla Pcrewal
2.1.2 Bclanle Bumr
L1.3 BclrnleSublEl
L1.4 ScledaHlbah
L1.5 8elilds Eertturn Soclel
LL6 B.lanlaB.d H.sll
tt,T Brhnb Bentum f,cuarmr
Ll.t Bc*rilaTldakTcdure
L2.3 Sclanle Model

Junrhh Bclanla

Sntplus/(Detrsttl

3 Pcm0lawnDaerah
3.1 Pcnorfinaan Fombhnan D.crah
,.1.1 PenmrnaanSI1PA
,.1.2 Pcacelran Daila Crdarmn
t.r.3 ]tedl Fanluelan t(ckeyren Decrah yang

Dhlrh*an
t.1.f Feprlmeen Plnlmnn Deerah
t-1-B Penerftmen l(ernbeft hmberian
t.1.6 Penglmean Plutanr Deereh

lumleh Pcner&nan
L2 Ponlrluaran Femblrnan Dacnh
t.2.1 Pcmbotufm Dme0adanmo
1.2.2 Fcnrilaan Mod.l flmcctesil

Perprlmah Dacr.h
t.2"3 PcmbryaranPotot tltenr
,2A Pcmborlao Plalrmrn Decralr

Jumhh Fcn:cluamn
Pombhvaan ileto

3.3 Slte Lcblh Drmttleyrrn Anmrrn tSltPAl

*v



II. FORMAT TAFORA'{ REAUSASI AITGGARAI{ PPI(D :

PEMEMITAH TA3UPATEII MT'SI NAWAS

IAFIORAN REAUSASI ATIIGGARAT' PPI(D

UilruTTAHUl{ YAT6 BERATHR SAMPAI DEIIGAIII Sl DESEMBER ......

ilornan
Uralan

Anggrnn Sctclah
Paubehen

Rerllssl
lobh

(furaog)Urut

I hndaoetrn
t.2 DanaFerlmbanrn
tJ..t Dm. B.d Hasll

1.2.1.1 D.o.3.rl Har[Prlat

1.L,..2
Dam Bad llacll Buken

PebUSumber D.ve Alam

1.2.2 DaneAld:ast tlmum
1,.3 Dena Ah*esl (husus

1.3 L.lrd*r Fordaoaten Dacreh vam Sah

r.3.1 Pendeoetan Hlbeh
1.3J DaneDmrgt
r-i-3 Dear Brd Hedt 9ele&dert 9loulnd

1.3.t1
dan FcilEdntdr D.Gnh blnrm
Dmr Pcnpcuahn dm Otonoml Xhusur

L3.3 Benhren l(eutqm darl hovlnd rtau
Pemcreilah llmnh trlnnyr

Jumlah PcndrDetrl
I NcLde
l.l lchnhTldek Lrmun:
Lt.t BcLnla Pammt
2.L2 Dcleola Bunt
tLt Bc*.nl.SrrbcHl
L1.a EGbnh Hlb.h
t.1.5 Lilanls Brntuan Sclel
L1.5 Bdrnlr B.dl{Ell
a.t7 Bc{anla Dilhtrr f,cumn
Ll.t Bch*.TId.f Tcrdure
tL, B.lenb Modd

Jumhh8eilanft
surplm/Ocftlt1

3 Pemblevean Daerah

3.1 Pcnerlnnen Pombhrarn Dell!.h
t.1.1 PomunranSllPA
t.t2 Paroken DenaGadanmn
1.l.t llrll Penluelan f,ekeyrrn Daenh yrq3

Dlobal*at
t.1.t Prnstmm PlnhmenD.cnh
l.lJi Prrnrlmean larnbafi Dambcrfen
1.1.5 Pcnerlmeon Plut flr Dacnh

lumlrhFmcrlmrn
t.2 Nsrroluenn PGmbhtn n Orcr.h
a.Lt Pr[&€ntukil Dura Gedaruan

,.2.2 Pcmrrtran Mod.l (lmtcsteJl

PcrmrlntehD.creh
t 2.3 FcmbrYeren Folotfrt nr
l.2A Farbcrlm Plnlmar Dscnh

Jumhh Pcrrruluaran

Pcnrbbvaar llcto
3.3 tb. lrblh Fornbbran Angr.n (SlLPAl

*l



II. FORMAT TAFORAT REAI.ISAI$ ATICGARA'I PPI(D :

PEMERIT{TAH I(ABUPATETI MI.'SI RAWAS

IAFORATI REATISASI AilGGAMil PPTO

UUTUf, TA}IUIT YA]TG ETRAI(HIR SAEIPAI OEilGAT 31 DESEMBER -...

Ur.ho Atg5rran Setrht
Frrubehan

Rcalh.st
tcbilr

(fur.ng,
lwttllvr

trut

1 hndroilrn
1.2 Dam Fcrlnrbermn
1.2"1 Drna SadHase
t.Lt.t Drne led llrrll M
L.2.1.2

D.na 3.dBai[Bufan
HaldSunbcr DavrAlun

t.L2 OateAbterl Umum
r.13 DrneAhlrrl l0u.lrur
t3 Lrln Lln Fcndeomr Drqlh vanr Sah

13.1 P.'dililat ]lbdl
L?2 Drm Drrurrt
r3.3 Drar trd l{er[ Peht drrl Pmdnrl

1,3.4
dm Dcnncrlntah Drcnh hlnnyr
Drnr PuUrcrnrLn danOtonoml Xlusrr

L3.5 8.ntum ttcum3nr darl hovftrd ateu

Pancrlntah D..nh lrhrnya
lumleh Pcnden*ar

I Bclenh
L1 B.Ld.TldC.larrcu:u
Lr-1 ld.rd.Frnwel
L1.2 tdrlfiBunrr
L1.3 BchnleSubcld
,,tA 8.lillrHb.h
L1.5 hlenlr Bsrturn Soclal

L1.6 BdlttlrBdHrsll
Lt7 Belmlr8anturn Iaurnmn
l"lJ BdmhTldekTrrdut
22.4 Schilrllodcl

,umbh telenh
surplur/(orfisttl

I PombhuarnD.crdr
t.1 Fcnorlmren Fomblrem O..teh
L1.1 PeluunaenSlllA
t 1.2 Poncrlran DrnrGedusr
t.1.3 tlr.[ Fmrudan lk]rrUaon Drerah yang

Dbhel*rtt
3.1.t Fondmrn Plnlernn D..rdr
l_t-3 Drrslmonlrmbdf Dmhedra
r.16 Panorlmeen Plutfir0nrah

fuitddrPrnorlmen
t.2 Prndurrm Frlrtlrya.n Da.i.h
t.2"1 Panbcmuf.n Danr C.dtnrrn
,.22 Pcnurrtren ifodal 0ntrstarll

Frnrrlnteh h.r.h
t.23 Dembrenn Foldr t tanr
l2.a Pcmbcrlan Pftrlemrn Dmnh

JumhhPolduann
Pcrnblanrn l{eto

33 3E tcbh FcrnblrnrnAnrcnn lSlLPAl

4, t,



III. FORMAT XONSOUDASI IAFORAN REALISASI A]IGGARAN PEMERIT{TAH DAERAH

A. TOilSOTIDASI IAPORAil REAUSASI AT{GGARAN IGUA]IIGAT{ PEMERIT{TAH OAERAH

llomor Uralan SATKER 1 SATKER 2 PPTD Gabungan

1 Pendapatan
2 Pendapatan Asll Daerah
3 Pendapatan Pajak Daerah ux xxx Xn
4 Pendapatan Retrlbusi Daerah xxx rxx Xro(
5 Hasll peqelolaan kekayaan daerah yang xxx XII Xp(
6 Eln-laln Pendapatan Asll Daerah yang Sah rxx xlx ,Oil
7 lumlah Pendepatan Asll Daerah xxx xxx Xro(
8 Danr Perlmbangan xn Xro(
9 Laln-Lain pendapatan yang sah nx Xror
10 Jumlah Pendapatan xxl ITI Xror
11 Belania
t2 BelenJa Tldak langsung xxx xxx xxx Xn
t2.t Belania Petawal IIX xxx xrx ,(n
12.3 Bunga XII Xro(
t2.4 Subsldl xlx Xn
L2.l Hlbah rxx Xro(
12.5 Bantuen Soelal xxr Xn
13 Belanja larEsunt xxl xxx Xnr

Belanfa Petawal xxl xrx Xro(
Eelanfa Bararq dan Jasa

1! Hlbah baranA/lasa yang dtserahkan kepada
plhak kal3a/masyankat

2! Bantuan soslel berang yang dlserahkan
kcpada pihak ksrlga/masyarakat

3'
Barang/fasa sclaln hlbah dan bantuan soslal

xxx

IX

xx

xx

ITX

xx

u

XI

Xp(

xx

TI

xx

Bolanfa Modal xxr ux Xn
t4 Jumlah Belanh IIX nr IIX Xror
15 Surpluddefislt xxl xrx rxx Xro(
16 Feqblayan Daerah
t7 Penerlmaan Pemblayaan xxx ,(n
18 Peateluaran pemHayaan xxx Xr
19 Pemblayaan Neto xxl Xro(
20 Sba lGblh PemHefaanTahun Berlenaan FltpAl rxx )Oil

*,
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III. FORMAT KONSOLIDASI TAPORAN REATISASI ANGGARAN PEMERIilTAH DAERAH

A. TONSOIIDASI IAFORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Nomor Uralan SATKER 1 SATKER 2 PPTD Gabungan

I Pendapatan

2 Pendapatan Asli Daerah
3 Pendapatan Pajak Daerah xxx xxx Xxr(
0 Pendapatan Retrlbusi Daerah xxx rxx )oil
5 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang xrx xxx Xn
5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah xxx xxx Xxx
7 lq4lah Pendapatan Asli Daerah xxx xxx Xru
B Dana Perimbangan xxx Xn
I tai!:!4in pendapatan yang sah xxx Xn
10 Jumlah Pendapatan xxx xxx Xro(
11 Belania

t2 Belanla Tidak langsung xxx xxx xxx Xxx
t2.t Belania Pegawai xxx xxx xxx Xn
t2.3 Bunga xxx Xn
12.4 Subsidi xxx Xn
12.5 Hlbah xxx Xru
12.6 Bantuan Sosial xxx Xn
13 Belania langsuqg xxx xxl Xu

Belanla Petawai xxx xxx Xn
Belanja Barang dan Jasa

1! Hlbah baranfasa yang dlserahkan kepada
pihak ketip/masyarakat

2) Bantuan sosial barang yang diserahkan
kepada pihak ketiga/masyarakat

3)

,Barang/iasa selaln hlbah dan bantuan sosial

xxx

xx

xx

xx

xxx

xx

xx

xx

XD.

xx

xx

xx

Belanja Modal xxx xxx Xn
14 Jumlah Belania xxx xxx xxx Xn
15 Surplus/defisit xxx xxx xxx Xn
16 Pembiayan Daerah
t7 Penerimaan Pembiayaan xxl Xn
18 Penteluaran pqmbiayaan xxx Xn
19 Pembiayaan Neto xxx Xn
20 Sisa leblh Pemblayaan Tahun Berkenaan (SttpAl xxx Xro(

A,K
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III. FORMAT KONSOTIDASI TAPORAN REATISASI ANGGARAN PEMERIilTAH DAERAH

A. KONSOTIDASI TAPORAN REATISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Nomor Uraian SATKER 1 SATKER 2 PPKD Gabungan

1 Pendapatan

2 Pendapatan Asli Daerah

3 Pendapatan Paiak Daerah xxx xxx Xxx

4 Pendaoatan Retrlbusl Daerah xxx xxx Xxx

5 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang xxx xxx Xro(

5 Lain-lain Pendapatan Asll Daerah yang Sah xxx xxx Xxx

7 lumlah Pendaoatan Asli Daerah xxx xxx Xxx

8 Dana Perimbangan xxx Xxr
9 tain-Laln pendapatan yans sah xxx Xro(

10 Jumlah Pendapatan xxx xxx Xn
11 Belania

t2 Belania Tidak lanrsung xxr xxx xxx Xxx

t2.t Belanja Pegawai xxx xxx xxx Xn
12.3 Bunga xxx Xn
12.4 Subsidl xxx Xn
12.5 Hlbah xxx Xn
12.6 Bantuan Soslal xxx Xxx

13 Belania Langsung xxx xxx XD(

Belanla Pegawai xxx xxx Xro(

Belanfa Barang dan Jasa

1l Hibah barang/iasa yang dlserahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat

2) Bantuan sosial barang yang diserahkan

kepada pihak ketiga/masyarakat
3l

Barans/iasa selain hibah dan bantuan sosial

xxx

xx

xx

xx

xxx

xx

XI

xx

Xxx

xx

xx

xx

Belania Modal xxx xxx )fix
14 Jumlah Belania xxx xxx xxx Xxx

15 Surplus/defislt xxx xxx xxx Xn
t6 Pembiayan Oaerah

t7 Penerlmaan Pembiavaan xxx Xxr(

18 Pengeluaran pembiayaan xxx Ifix
19 Pemblayaan Neto xxx ,CIx

20 Sisa leblh Pemblayaan Tahun Berkenaan (SltPAl xxx Xu

xl/



B. KONVERSI HIBAH BARAT{G DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSTAL BERUPA BARANG DAI.AM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS

llornor Uralen Gabungan Uralen Pcmda

1 lendep&n Dendapaan

2 rendeortanAdl Dacrah Pendaoatan Asll Daereh
3 Pendeoatan Paht Daeralr X[ Pmdaoetan Pahf Daer.tr Xn
I Pcndaostan Retr*rusl lleerah Xu 9endaoetan Rctrbusl t sah Xr
5 Hasll peryeblaan fefayaan daerah yaq: X[ llasfl peqelolaan keloyean &rehVar1g Xroa

6 La&rbln Pendapatao Asll Daerah yarg Sah XE laln&h Pedapat n ACI D.erah Vang S.tt Xru
7 lumlrh Pend.Datan Arll Daerah Xn lumlah Pendaoatan Ac[ Da€r.h Xro(

8 DanaPcdmbarmn X[ )ane Trr{er Xro(

9 Laht'lrh !a6dao.t n Yanr sah XD. aln.Ialn oadeoatan vaat rah Xn
10 lumlah Pendeo&n Xrq lumtrh Pcrdanffin XD(
11 Belanla tehnl,r
t2 lcladaldat lanrsunr Xn lelanh Operasl Xu

12.1 8clmh Peiau.l ,(r EelanlrPe:.U:al XII
u.t &mae XE Belanle BoEng Xu
x2.4 Sutsldl Xn
1:2s Hlb.h Xn Brrila Xl
Il.6 Eaouan Sodal Xn $6sHl ,Oo.

13 Belenia l,rusurx ,(n l{lbah Xrr
Nclanla Perwrl X[ Banhran Soshl Xn
Belanla B.rar6 dan Jasa

1l Hlbeh barau/lasa y.m dberd*sn kcoada

,ur
II

IX

II

Nclanla ilodal Xnphak ketEn/rEsyar.tat
2l Eamuan coelal bar.nS/fiara Vltg dkerahkan

kepada plhak fedsa/maef raLat
ll Barandlasa scLln 1l d.o 2l

Eelenla Modal Xn Xn
L4 lumhh Behnla Xn lumleh lobnla Xlo(

15 Surplus/deffsh Xn SurDftB/d€fislt Xta
16 PembtaYan Daereh PemHrycn lraarCr
t7 Pcncrlmran PemHafaan Xn Pcnertmon Pcmbhvean Xrr(

lt Pemduaran P.mbLyailt Xn Pece&nran Pqttltlsy..n XDr

t9 PemUaYa.n ilcto XE( PqmHryonLcto Xtor

a, Slsa bblh Pcmbhean Tdrun Bcrtcoran (SltPAl Xu lba leult PcmblavaanTehun Eertenran lSltPAl Xn

l/


